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BAB  V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian yayasan yang

dilakukanolehpendiriatauhasilpenelitianmenemukanbahwayayasansebaga

ibadanhukumdanmendapatkanizindariMenteritetapimasihbanyakterdapat

yayasan yang didirikansebelum Undang-UndangNomor 28 Tahun 2004

TentangYayasan yang

belummenyesuikanpendirianyayasandenganundang-undangtersebut,

sehinggaUndang-

UndangYayasantersebutmemberikanpeluangkepadayayasan yang

belumterdaftaruntukmelakukanpenyesuaiankepadaMenterisesuaidengans

yarat-syarat yang telahditentukansepertipembuatan Akta

pendirianyayasandanmengajukan permohonan nama yayasan kepada

menteri setelah itu apabila persetujuan dari menteri diharuskan kepada

Pendiri untuk membuat akta pendirian yayasan dihadapannotarisuntuk

memperoleh pengesahansebagai badanhukumyayasankepada menteri,

maka sudahdiakuipengesahan

yayasandandiumumkandalamTambahanBerita Negara Republik

Indonesia.

2.Hambatan dalam pendirian yayasan meliputi salinan akta pendirian awal

tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, Izin Operasional tidak ada,

pendiri dan organ tidak berada pada suatu tempat, pendiri dan organ
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yayasan sudah ada yang meninggal, yayasan ada tapi tidak menjalankan

kegiatan, sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan izin operasional

ada tapi tidak dilakukan penyesuai anggaran dasar yayasan,

sedangkandalamUndang-

UndangYayasanbahwayayasandiharuskanuntukmelakukanpenyesuaianun

tukmendapatpengesahanbadanhukunpadaKementerianHukum Dan

HakAsasiManusiaRepublik Indonesia.

3. Upayauntukmengatasihambatandalampendirianyayasanbahwaupaya

Penggurus harus melakukan rapat gabungan dengan pembina, pengawas

untuk membuat penyesuian anggaran dasar pada Pejabat Notaris,

seharusnya pengurus proaktif melihat perkembangan yayasan yang sesuai

dengan undang-undang yayasan terbaru, upaya Pengurus harus

mengumpulkan akta pendirian yayasan dan pengesahan pada pengadilan

untuk dijadikan syarat-syarat penyesuaian anggaran dasar, pendiriatau

organ yayasanharusmenjelaskan status

ataukedudukanbadanhukumyayasansetelahaktapendirianyayasanmemperol

ehpengesahanbadanhukumdariMenterisehinggasesuaidenganaturanundang

-

undangyayasanterbarudanUntukmengetahuiupayapengurusterhadapperkem

banganyayasan.

B. Saran

1. Seharusnyadalam pendirianyayasanyang dilakukanoleh pendiri atau

kuasanya sesuai dengan undang-undangyayasanterbaruyang berlaku
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sehingga untukmendapatkanpengesahanbadanhukumdari Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Dalamhalhambatan-

hambatandalampendiranyayasanseharusnyapengurusyayasan yang

sudahberdiri dan belummenyesuaidenganundang-undangyayasanterbaru,

makaharussecepatmungkindisesuaikan.

3. Dalam upaya yang dilakukanoleh ketua yayasan

untukmengatasihambatan

seharusnyaadanyakesadaranhukumpemilikyayasanseharusnyamenentuka

nataumenyesuaikananggarandasaryayasandengan aturan yang berlaku.


